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ABSTRAK

PENGATURAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DI DALAM HUKUM
POSITIF INDONESIA

Oleh

M. AULIA RAHMAN

Eksistensi tindak pidana pornografi telah dirumuskan dalam perundang-undangan
pidana di Indonesia, baik ketentuan dalam KUHP (hukum pidana umum) maupun
ketentuan perundang-undangan di luar KUHP (hukum pidana khusus). Namun
demikian, perundang-undangan hukum pidana terkait dengan pornografi, dalam
lingkup kebijakan formulasi justru memunculkan ketidak-konsistenan, ketidak-
tegasan atau ketidak-jelasan, dan kekosongan hukum serta ketidak pastian hukum.
Banyaknya pengaturan tindak pidana pornografi di berbagai undang-undang di
Indonesia akan berdampak pada penegakan hukumnya yang akan mengganggu
rasa keadilan. Permasalahan dalam penelitian adalah bagaimana pengaturan tindak
pidana pornografi dalam hukum positif Indonesia dan bagaimana rumusan
pornografi di dalam hukum positif Indonesia. Metode penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang mengutamakan data hukum sekunder
berupa data pustaka dan perundangan terkait. Sifat penelitian ini adalah diskriptif analitis
yang hanya menggambarkan dan menjelaskan. Adapun hasil penelitian yang didapatkan
penulis adalah bahwa pengaturan tindak pidana ditemukan di dalam 3 (tiga) undang-
undang yang merupakan hukum positif Indonesia, yakni Pasal 281, 282, 283, 283 bis, 532
dan 533 KUHP; Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE; Pasal
4 ayat (1), Pasal 10, Pasal 29 dan Pasal 36 Undang-Undang Pornografi. Dari
ketiga undang-undang (hukum positif Indonesia) yang merumuskan pornografi,
sebagaimana Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang
ITE, namun hanya rumusan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pornografi saja yang
memberikan rumusan yang jelas dan tegas. Sementara KUHP dan UU ITE masih
memerlukan berbagai pemahaman dan penafsiran.

Kata Kunci: Pengaturan, Tindak Pidana Pornografi, Hukum Positif Indonesia.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang.

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(UUD NRI Tahun 1945) dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak
mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa, menghormati kebhinnekaan dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga
negara. Dasar hukum bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dapat
ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang
menyebutkan, bahwa ‘“Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Sebagai
konsekuensi logis dari negara hukum tersebut dapat dikatakan, bahwa hukum
mempunyai kedudukan yang kuat, dan dalam proses penyelesaian konflik harus
dilakukan melalui mekanisme hukum,sehingga tetap terjamin hak asasi manusia
dengan memberikan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk melakukan kontrol,
baik politik, sosial, maupun hukum.*

Semakin maju peradaban manusia, maka secara pasti akan diikuti pula
oleh kemajuan modus kejahatan. Kejahatan juga menjadi bagian dari hasil budaya
itu sendiri, maka dengan demikian semakin tinggi tingkat budaya, maka semakin
modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya.? Salah

satu bentuk kejahatan yang berkembang pesat belakangan ini adalah tindak pidana

Limly Asshiddigie, 2004, Menuju Negara Hukum yang Demokratis, FH UlI
Press,Yogyakarta, him. 401

Edwin H. Sutherland and Donald R. Cressey, 1960, Principles of Criminology, Sixth
Edition, J.B. Lippincot Company, Chicago, Philadelphia, New York, page. 78.



pornografi di media internet dikenal dengan istilah cyberporn. Situs porno atau
pornografi di internet sangat mudah didapatkan, pengguna dapat mencari website
pada jaringan internet.

Website yang terdapat fasilitas situs porno memang sengaja dirancang oleh
pemilik website guna memberikan layanan berupa gambar atau video porno.
Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan, karena saat ini pengguna internet tidak
hanya orang dewasa, kalangan pelajar dari siswa sampai mahasiswa merupakan
pengguna internet teraktif. Bila hal ini dibiarkan, maka dikhawatirkan akan
merusak moral generasi muda. Kebanyakan dari mereka awalnya menggunakan
internet untuk mencari tugas sekolah/kuliah, chatting, dan menjadi anggota dari
situs pertemanan yang sedang booming saat ini seperti facebook dan twitter,
namun lambat laun tidak sedikit dari mereka yang akhirnya tergoda untuk
mengakses situs-situs yang menyajikan gambar-gambar dan video yang memuat
unsur pornografi. Walaupun pada situs-situs porno tersebut selalu ada peringatan
yang menyatakan, bahwa hanya orang yang berusia diatas 18 tahun yang boleh
mengakses situs ini. Hal ini tentu saja tidak efektif, karena pengguna atau user
yang berusia dibawah 18 tahun dapat berbohong dan tetap mengakses situs
tersebut.

Pengertian pornografi sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1
angka 1 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi disebutkan yang
dimaksud pornografi adalah:

“Gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak,

animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui
berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang



memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan
dalam masyarakat”.

Pemerintah telah berupaya dengan keras untuk memberantas tindak pidana
pornografi. Pornografi telah merusak nilai-nilai moralitas masyarakat Indonesia
khususnya kaum muda. Melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang
Pornografi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik telah diatur tentang tindak pidana pornografi,
akan tetapi dalam undang-undang ini masih ada beberapa kelemahan-kelemahan
sehingga sering terjadi multi tafsir dalam menganalisis rumusan aturan yang
berkaitan dengan penetapan unsur-unsur pidananya. Hal ini tentu saja dapat
mempengaruhi upaya-upaya penegakan hukum tentang tindak pidana pornografi,
tanpa terkecuali tentang pertanggungjawaban pidana tindak pornografi.

Keberadaan tindak pidana pornografi telah dirumuskan dalam perundang-
undangan pidana di Indonesia, baik ketentuan dalam KUHP (hukum pidana
umum) maupun ketentuan perundang-undangan di luar KUHP (hukum pidana
khusus). Walaupun demikian, perundang-undangan pidana terkait dengan
pornografi, dalam lingkup kebijakan formulasi (muncul adanya ketidak-
konsistenan, ketidak-tegasan atau ketidak-jelasan, dan kekosongan hukum).
Kemudian pada kebijakan yudisial justru timbul adanya berbagai interpretasi
terhadap ketentuan undang-undang mengenai pengertian pornografi. Padahal

hakikat keberadaan kebijakan formulasi dan kebijakan yudisial tidak lain yang



diarahkan pada hakikat, realita, dan pengaturan tindak pidana pornografi di
Indonesia dalam upaya penanggulangan pornografi.

Berdasarkan pada uraian di dalam latar belakang di atas penulis berhasrat
untuk melakukan sebuah penelitian dalam bentuk skripsi dengan mengambil judul
Pengaturan Tindak Pidana Pornografi di Dalam Hukum Positif Indonesia.

B. Permasalahan.

Adapun permasalahan dari penelitian skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana pornografi di dalam hukum positif

Indonesia?

2. Bagaimana perbedaan rumusan tindak pidana pornografi di dalam hukum
positif Indonesia?
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.

Penelitian tergolong ke dalam kelompok penelitian bidang hukum pidana
khususnya yang berhubungan dengan pengaturan tindak pidana pornografi di
dalam hukum positif Indonesia, yakni: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Penelitian ini
tergolong ke dalam jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan
data kepustakaan dan peraturan perundang-undangan.

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui, menggambarkan dan
menjelaskan berbagai ketentuan tindak pidana pornografi di dalam hukum positif

Indonesia sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



(KUHP), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

D. Kerangka Konseptual.

1. Pengertian kata pengaturan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI), arti kata pengaturan adalah proses, cara, perbuatan
mengatur.*Pengertian kata pengaturan adalah suatu kebijakan yang
ditetapkan oleh suatu badan lembaga yang bertujuan agar ditaati dan
dilaksanakan oleh anggota lembaga.*

2. Pengertian tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak
melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang
dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana pada
pelaku adalah demi tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.’

3. Pengertian pornografi sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1
angka 1 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah
“gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak,
animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya

melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka

*https://lektur.id/arti-pengaturan/. Diakses pada tanggal 23 november 2021 pada pukul
10.50 WIB.

*https://www.google.com/search?safe=active&client=firefoxb&sxsrf=ALeKk03mma0OH2
Da7HRDmxFX9rFH3Trtug:1614399887493&0=Pengertian+pengaturan&sa=X&ved=2ahUKEwi
KOcaenInvAhVIFXOKHQSLBW0Q1QIwWC30ECA8QAQ&biw=1280&bih=635. Diakses tanggal
23 november 2021 pukul 11.31 WIB

SP.A.F. Lamintang, 1996, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. CitraAditya Bakti,
Bandung, him. 16.


https://lektur.id/arti-pengaturan/
https://www.google.com/search?safe=active&client=firefoxb&sxsrf=ALeKk03mma0H2Da7HRDmxFX9rFH3Trtug:1614399887493&q=Pengertian+pengaturan&sa=X&ved=2ahUKEwiK0caenInvAhVJfX0KHQSLBWoQ1QIwC3oECA8QAQ&biw=1280&bih=635
https://www.google.com/search?safe=active&client=firefoxb&sxsrf=ALeKk03mma0H2Da7HRDmxFX9rFH3Trtug:1614399887493&q=Pengertian+pengaturan&sa=X&ved=2ahUKEwiK0caenInvAhVJfX0KHQSLBWoQ1QIwC3oECA8QAQ&biw=1280&bih=635
https://www.google.com/search?safe=active&client=firefoxb&sxsrf=ALeKk03mma0H2Da7HRDmxFX9rFH3Trtug:1614399887493&q=Pengertian+pengaturan&sa=X&ved=2ahUKEwiK0caenInvAhVJfX0KHQSLBWoQ1QIwC3oECA8QAQ&biw=1280&bih=635

umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar
norma kesusilaan dalam masyarakat”.

. Pengertian hukum positif menurut Bagir Manan adalah kumpulan asas dan
kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku,
dan mengikat secara umum atau khusus, ditegakkan oleh atau melalui
pemerintah atau pengadilan suatu negara.®

. Pengertian hukum positif Indonesia menurut Bagir Manan adalah
kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat
ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan
oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara
Indonesia.”Adapun yang dimaksud dengan hukum positif Indonesia dalam
skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
pengaturan tindak pidana pornografi. Undang-Undang terkait tersebut,
yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
No. 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

E. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian.

Dalam penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian yuridis normatif

dengan mengkonsepsikan hukum sebagai kaidah norma yang merupakan patokan

®Bagir Manan, 2004, Hukum Positif Indonesia, Penerbit FH Universitas Islam Indonesia

Press, Yogyakarta, him. 56

"Ibid.



prilaku manusia, dengan menekankan pada sumber data sekunder.® Data sekunder
yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari sumber primer,? yaitu dari
buku-buku literatur dan peraturan perundang-undangan, yakni Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang
Pornografi.

2. Metode Pendekatan.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang berorientasi pada
kebijakan. Namun karena sasaran utama dalam penelitian ini pada masalah
kebijakan legislatif, yaitu mengenai peraturan perundang-undangan dalam
menetapkan dan merumuskan aturan yang berkaitan dengan pengaturan tindak
pidana pornografi, maka pendekatannya ditempuh lewat pendekatan yuridis
normatif yang bertumpu pada data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum
dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,
dan bahan hukum tersier.*

3. Spesifikasi Penelitian.

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Dikatakan deskriptif,
karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci,
sistematis dan menyeluruh mengenai beberapa hal yang berhubungan dengan

pengaturan tindak pidana pornografi di dalam hukum positif Indonesia. Oleh

8Amiruddin & Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Radja
Grafindo Persada, Jakarta, him. 118.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Ghalia Indonesia,
Jakarta, hIm. 72

Ibid, him. 76



karena penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif,* maka jenis data yang

digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang diteliti adalah sebagai

berikut:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, meliputi:

a. Sumber-sumber hukum nasional (hukum positif) yang berkaitan
pengaturan tindak pidana pornografi di dalam hukum positif Indonesia
adapun hukum positif dimaksud adalah Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008
tentang Pornografi yang bersangkutpaut dengan persoalan pengaturan
tindak pidana pornografi di dalam hukum positif Indonesia.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang
bahan hukum primer, antara lain berupa: Tulisan-tulisan atau pendapat para
pakar hukum pidana di Indonesia.

3) Bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai
bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder antara lain: Kamus
Hukum; Kamus bahasa Inggris-Indonesia; dan berbagai majalah maupun jurnal
hukum dan situs internet.

Pengelompokan bahan hukum tersebut sesuai dengan pendapat Sunaryati

Hartono,*? bahwa bahan hukum dibedakan antara bahan hukum primer, seperti

1g0erjono Soekanto & Sri Mamudiji, 1983, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan
Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, him. 12-14

YSunaryati Hartono, 1994, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-
21,Alumni, Bandung, him. 124



undang-undang, dan bahan hukum sekunder, misalnya makalah dan buku-buku
yang ditulis oleh para ahli, karangan berbagai panitia pembentukan hukum (law
reform organization) dan lain-lain.™

4. Teknik Pengumpulan Data.

Mengingat penelitian ini difokuskan pada perhatian terhadap data
sekunder, maka pengumpulan data ditempuh dengan melakukan penelitian
kepustakaan dan studi dokumen. Di dalam pengumpulan data, sebanyak mungkin
data yang diperoleh dan dikumpulkan diusahakan mengenai masalah-masalah
yang berhubungan dengan penelitian ini. Data atau sumber sekunder berupa
undang-undang yang ada hubungannya dengan pengaturan tindak pidana
pornografi di dalam hukum positif Indonesia.

5. Teknik Analisis Data.

Analisis dapat dirumuskan sebagai menguraikan atau menguraikan hal
yang akan diteliti ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil dan sederhana.**
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.

Hasil analisis dari bahan hukum tersebut kemudian dikonstruksikan
dengan menggunakan cara berpikir deduktif. Hasilnya kemudian akan berupa
suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif adalah
menarik suatu kesimpulan atau kebenaran umum yang kemudian menuju
pengetahuan baru terkait kasus-kasus secara khusus atau individual. Berdasarkan
hal yang umum dapat ditarik kesimpulan tentang hal yang khusus yang

merupakan bagian dari suatu peristiwa atau kasus. Oleh karena itu hal-hal yang

BRonny Hanitijo Soemitro, 1985, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia,
Jakarta, him. 24-25.
¥Sunaryati Hartono, Op.Cit,hlm. 140
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dirumuskan secara umum akan bisa diterapkan pada keadaan khusus sehingga

hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab, yaitu:

BAB I:  Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang
lingkup dan tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian,
sistematika penulisan dan daftar pustaka.

BAB Il: Tinjauan Pustaka. Pada bab ini disajikan tentang pengertian-pengertian
hal-hal yang terkait tema pokok penelitian, pengaturan tindak pidana
pornografi di dalam hukum positif Indonesia, tinjauan umum tentang
pertanggungjawaban pidana, azas legalitas dalam hukum pidana dan
beberapa tulisan pakar tentang tindak pidana pornografi.

BAB Ill: Pembahasan. Bab ini membahas mengenai permasalahan pertama
mengenai pengaturan tindak pidana pornografi di dalam hukum positif
Indonesia dan permasalahan kedua, yakni perbedaaan rumusan tindak
pidana pornografi di dalam hukum positif Indonesia.

BAB IV: Penutup. Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.
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